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BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja
Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan kegiatan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang
seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosisal
yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
yang telah ditutup dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan belanja tidak
terduga dalam rangka penanganan penyebaran Virus COVID-
19 dalam Kabupaten Sarolangun agar dapat digunakan
secara akuntabel, efesien dan efektif, perlu merubah
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Corona
Virus Disease (COVID-19);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
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54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);

. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3273);

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
Dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

16. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) (Berita
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 38),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sarolangun Nomor 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) (Berita Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19).

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 38 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2020 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sarolangun Nomor 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease
(COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 44),
diubah sebagai berikut:

Pasal 8

(1) RKB yang telah disetujui oleh Bupati menjadi dasar pelaksanaan
kegiatan oleh seluruh SKPD terkait.

(2) Masing-masing SKPD melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam RKB.

(3) Masing-masing SKPD mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD
diketahui oleh Kepala Pelaksana BPBD selaku Sekretariat Penanganan
Corona Virus Disease (COVID-19) sebelum mendapat
rekomendasi/ persetujuan Bupati.

(3a) Perangkat Daerah  yang secara fungsional terkait dengan
antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 mengajukan
Pencairan kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan:
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a. Salinan SK Tanggap Darurat/penetapan bencana,;

b. Salinan SK Tim Gugus Tugas; dan

c. Surat Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Dana oleh Pengguna
Anggaran SKPD teknis terkait bermaterai 6000.

(3b) Kepala BPKAD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan selaku
Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Tambah Uang kepada Perangkat Daerah yang secara fungsional
terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-
19.

(4) SKPD teknis terkait membuka rekening khusus untuk pelaksanaan
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

(5) Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Pengeluaran (BP) adalah
sekaligus Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran untuk
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

pada tanggal | Juli 2020
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